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PANDUAN WAWANCARA

PERAN DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKA RAYA DJ

ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN
OTONOMI DAERAH

A. Pertanyaan untuk peran Dispen Kota Palangka Raya

1.

2.

Apa peran Dispen Pada era kebijakan otonomi daerah?

Apa saja Kebijakan yang telah diambil oleh Dispen dairléam
menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya? |
Tugas pokok dan fungsi organisasi dalam implementaSinya
diwujudkan melalui vigj dan misi organisasi kemudian dijabarkan
dalam Program Kerja Dispen. Program kerja apa sajakah yang
dikerjakan oleh Dispen untuk menjalankan mis; penerangén,
informasi dan komunikasi?

Apa saja kendala untuk merealisasikan program kerja Dispen?
Kebijakan apa saja yang diambil oleh Dispen untuk mengatasi
setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan program
kerja?

Dalam menjalankan peran barunya Dispen, penambahan sarana
dan prasarana apakah yang telah dilakukan untuk menunjang
Pelaksanaan tugas sehingga misi dapat diwujudkan?

Manajemen kerja apakah yang diterapkan oleh Dispen dalam

menjalankan peran barunya?
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B. Pertanyaan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas

Penerangan Kota Palangka Raya

B.1. Faktor Politik (Eksternal)

a,

1.

Pertanyaan untuk good governance

Apakah program kerja Dispen diumumkan kepada publik lewat
media internal (Jurna Dispen) maupun media eksternal sepertji
surat kabar atau media televisi daerah (TVRI Daerah)?

Apakah pelayanan publik dilakukan secara terbuka oleh Dispen?
Pada pelaksanaan tupoksi Dispen, dalam bidang pekerjaan apa
yang bisa afau sering terjadi penyimpangan Keuangan atlau
kewenangan?

Bagaimana kontrol secara internal organisasi untuk memperkecil
penyimpangan dajam penggunaan déna untuk menjalanklan
program kerja? ' !'I
Apakah Dispen Palangka Raya memiliki Laporan Pertanggung
jawaban kerja yang diumumkan kepada publik ? |
Apakah laporan kinerja Dispen mendapat tanggapan dari puBlik
yang berkepentingan (Pers, LSM atau Pemerhati) ?

Apakah Dispen sering menerapkan peraturan yang bersifat
memaksa seperti teguran atau pembekuan jjin terhadap pengguna
jasa?

Dalam pembinaan pers daerah adakah Dispen mengeluarkan

peraturan yang bersifat pemaksaan kehendak? |
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|
Apa saja kebijakan Dispen yang merupakan perpanjangan tangan
dari Pemerintah Daerah dalam bidang penerangan dilakukan

bertentangan dengan Perudangan yang lebih tinggi?

10. Apakah kebijakan Dispen selalu mengarah kepada tugas pokok,

fungsi dan peran organisasi yang diemban?

B.2. Faktor Organisasional (Internal)

1.

Pertanyaan untuk struktur organisasi Intern

Apakah struktur formal unit kerja Dispen membanty pelaksanaan
tugas?

Dalam organisasi Dispen, apakah semus struktur yang ada dapat
menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal?
Struktur organisasi manakah yang memiliki volume pekerjaan
terbanyak di antara unit kerja di lingkungan organisasi Dispen?
Menurut pendapat anda, apakah struktur Dispen telah sesuaii
dengan desain organisasinya?

Apakah struktur organisasi yang ada telah membuka peluang
untuk melakukan inovasi dan pembaharuan sesuai dengan rﬁisi
organisasi?'

Pertanyaan untuk kepemimpinan

Seberapa jauh pimpinan Dispen melakukan rabat atau pertemuan
dengan staf serta karyawan dengan fujuan memotivasi kerja

seiuruh- anggota organisasi?

(93]
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Bagaimana hubungan informal antara pimpinan dan kawaWan
yang ada?

Menurut pendapat .Bapak/lbu bagaimanakah kemampﬁan
pimpinan  Dispen  untuk mengorganisir  seluruh  akativitas
organisasi yang ada?

Dalam menjalankan program kerja adakah_ unit organisasi tidak
dilibatkan sesuai dengan fungsi yang seharusnya dijalankan?
Apabila ada permasalahan yang timbul dj dalam organisajsi,
apakah  pimpinan Dispen  memecahkan masalah dén
memutuskannya secara sendiri atau melibatkan Pimpinan di
bawahnya?

Jika timbul masalah dalam organisasi, apakah pimpinan segera
berupaya untuk memecahkannya, tanpa menunda?

Pertanyaan untuk sumber daya manusia

Menurut Bapak/lbu, apakah tingkat pendidikan yang dimiliki akan

menujang bidang pekerjaan dan mempengaruhi pelaksanaan

!
I
tugas di Dispen? |
|

Menurut Bpk/Ibu, sebaiknya Pénempatan seorang pegawai harus
memperhatikan faktor apa saja?

Apakah penempatan Bapak/lbu sekarang sudah sesuai dengan
keinginan dan bakat yang dimiliki?

Menurut Bapak/ibu, apa yang membuat terdorong untuk mengikuti

Diklat Struktural dan atay Fungsional?
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5. Menurut Bpk/lbu, apa manfaat yang diperoleh melaiui pendldlkan
& lathan struktural dan teknis fungsional atau kursus keterampilan
dii bidang kepeneranganan?

6. Kursus apa yang pernah Bpk/lbu ikuti dj bidang Kepeneranganan
dan media massa?

7. Menurut Bpk/lby bagai mana cara untuk meningkatkan pelayanan

Pers daerah?
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N UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Nomor : 1578.4/UGM/MAP/X/02 " Yogyakarta, 13 Nopember 2002
Hal  :Permohonan Pembimbing Tesis
Lamp. : -

Kepada Yth.

1. Dr. Riswandha Imawan X
2. Drs. H. Suharyanto, M.Si !
Fisipol
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Dengan hormat,

Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP
UGM) Yogyakarta mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing I /11
mahasiswa MAP UGM Angkatan XXVI/XXVII atas nama :

Nama Mahasiswa- : Atta, Drs, !
Nomor Mahasiswa  : 7801/PS/MA/01 '
Judul Tesis : Pergeseran Peran Dinas Penerangan Kota Palangka raya

" I
Mahasiswa tersebut akan segera menghubungi Bapak dengan membawa pra-proposalnya.
Proses pembimbingan selanjutnya kami serahkan sepentubnya kepada Bapak. |

i'

Atas kesediaan dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih, : :

Tembusan :
Mahasiswa ybs !
i

Jalan Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yoavakarna 55781 Toleromes (n4T a1 mnmmae e e oo
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S PROGRAM STUDI MAG[STER ADMINISTRASI PUBLIK
MADI\ Prof, Dr. Sardijto — SEKIP, Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 563825, 588234, 902117, Fax. (02741389653

Nomor : 2.01/UGM/MAP/Survey/03 Yogyakarta, 10 Januari 2003
Hal  :ljin penelitian

Kepada Yih, Bapak Walikota Palangka Raya
di
Palangka Raya

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir/tesis, Pengelola Program Studi Magister
Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (MAP-UGM)
Yogyakarta memintakan ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan
penelitian di instansi yang Bapak/lbu pimpin.

Nama Mahasiswa : Atta, Drs.

Nomor Mahasiswa : 7801/PS/MAP/0]

Konsentrasi : Manajemen Publik

Judul Tesis . Pergeseran Peran Dinas Penerangan Di Era Awal
Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di
Dinas Penerangan Kota Palangka Raya)

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang-Limas Kota Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya di Palangka Raya
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SURAT KETERANGAN
Nomor : 670/ 064 /KBLM/ 1/ 2003,

Berdasarkan Surat dari Tim Pengelola Program Swudi MAP-UGM Universitas Gajzh Mada Nomor -
2.01/UGM/MAP/Survey/03 tanggal 10 Januari 2003, Perihal : Ijin Penelitian, Dengan ini Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya memberikan Ijin kepada :

lLa'Nama : ATTA Drs,
. b. No.Mahasiswa . T801/PSAMAP/O
¢. Program Study . MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK,
d. Alamat © JL Yakut No. 644 Palangka Raya,
2. Judul Penelitian : PERGESERAN PERAN DINAS PENERAMGAN [ LRA WAL

PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI 13AlR A | St Kasis
di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya).

‘3. Lokasi . : Dinas Penerangan Kota Palangka Rava.
4. Waktu t Mulai Tanggal 28 Januari 2003 S/d 28 April 2003,

DENGAN KETENTUAN SEBAGA] BERIKUT :

l. Unwk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan heridaknya  menghubungi PPerabat
Pemerintah dan Swasta dengan menunjukkan Surat Keterangan ini.

2. Dalam rangka mengadakan penelitian yang dimaksud agar supaya mentaati segala peraturan dan ketentusn
yang berlaku serta selalu memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan setempar dan ndak dibenarkan
melakukan kegiatan yang tidak sesua dengan Program, '

3. Agar menyampaikan laporan hasil Penelitian tersebut kepada Bapak Walikow Palangka Ravy

Cq. Ke Badan Kesbang dan Linmas Kota Palangka Raya. :

4. Dminta dengann hormat kepada Instansi Pemerintah dan Tokoh - Tokoh Masvarakat/Swasta vung ada
kaitannya dengan penelitian yang dimaksud, diharapkan dapat memberikan banwan kepada vae
bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Palangka Raya, 28 Januari 2003.

EPALA BADAN KESATUAN BANGSA
W PERLINDUNGAN M.

SYARAKAT
! bm:-\/
Y Drs. HARRIS RADDVAND

QS" Pembina
NIP. 010 072 651,

Tembusan disampaikan kepada Yth,
T
- Gubernur Kalimantan Tengah
Up: Kepala Badan Késbang Linmas dan Satpol PP Kal-teng di P.Raya.

-

—

2. Kapolresta Palangka Raya di Palangka Raya,

3. Tim Pengelota Program Studi MAP-UGM Yagyakarta
4. Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Rava.

5 Sdri ATTA Dre TV Toment
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———— GARIAH MADA

'SURAT KETERANGAN
Nomor : 30 /01/Dispen/03

Kepala Dinas Penerangan Kota Palangka Raya, dengan ini -menerangkan bahwa

mahasiswa yang tersebut di bawah inj -

~ Nama > Drs. ATTA

-NIM . 7801/PS/MAP/01

- Konsentrasi : Manajemen Publik :

- Program Studi : Magister Administrasi Publik

- Perguruan Tinggi . Universitas Gajah Mada Yogyakarta

benar telah mengadakan penelitian/observasi, pengumpulan data, melakukan wawancara
dan diskusi di Kantor Kami sejak tanggal 28 Januari 2003 sd. 27 Februari 2003, dalam
rangka penulisan/penyusunan Tesisnya yang berjudul :

. “PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI' ERA AWAL
PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Di Dinas
Penerangan Kota Palangka Raya)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar -

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raya

ka Raya; 28 Februari 2003
efa a!]DﬁqggtP perangan Kota Palangk
4..
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-BADAN KESBANG DAN LINMAS KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Telepon ( 0536 ) 31106 Palangka Raya 73112, i

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 070/KBLM/ I / 2003, :

ey

Képala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kota Palangka Raya dengan ini menerangkan
ahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah in; - g

l:-a. Nama ; Drs. ATTA
b. No.Mahasiswa : 780.1/PS/MAP/Q]
.¢. Program Study : Magister Administrasi Publik.
d. Alamat : Palangka Raya.

Benar telah mengadakan Penelitian d; Pemerintah Kota Palangka Raya , dalam ‘rangka
penulisan/Penyusunan Tesisnya yang berjudul : .

) PERGFSERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN {
OTONOMI DAERAH ( Studi Kasus di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya ).

22-. I;_okasi Penilitian . 1. Dinas penerangan kota Palangka Raya.

3. Waktu : Mulai Tanggal 28 Januari 2003 s/d 28 Februarj 2003,

- '-—;—Demildan Surat Keterangan ini diberikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Palangka Raya, 28 Februari 2003,

KEPALABADAN KESATUAN BANGSA
7 DAN/PERLINDUNGAN MASYARAKAT
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